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Kata Pengantar 

Laporan Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 disampaikan sebagai 

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang 

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). 

Substansi yang terjadi dalam LKIP ini memuat informasi yang berkaitan 

dengan capaian kinerja selama kurun waktu tahun anggaran 2016 dan 

menyajikan informasi keberhasilan dan kekurang berhasilan. Seluruh 

informasi tersebut tersaji dalam deskripsi yang tertuang dalam analisis 

capaian kinerja. 

Kami berharap LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang 

obyektif dalam menilai kinerja dari Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa 

Yogyakarta, sekaligus sebagai masukan dalam upaya peningkatan kinerja 

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang. 
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Ikhtisar Eksekutif 

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta selaku miniatur BKKBN di 

daerah bertindak sebagai unit pelaksana kebijakan dan program yang 

telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran 

strategis mengacu pada penetapan BKKBN Pusat. Sasaran program dan 

sasaran kegiatan yang diamanahkan kepada Perwakilan BKKBN Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan 

dan sasaran strategis BKKBN sebagaimana yang tercantum dalam Rencana 

Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2015 – 2019. 

Renstra tersebut memuat Visi BKKBN yaitu “Menjadi lembaga yang handal 

dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan 

keluarga berkualitas”, dengan misi :  

a. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan. 

b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. 

c. Memfasilitasi pembangunan keluarga. 

d. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara 

konsisten. 

e. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. 

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, ditetapkan 5 sasaran strategis, yaitu : 

a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) 

b. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (CPR) modern 

c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) 

d. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 
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e. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi 

Pada tahun 2016 ini, terdapat 5 indikator utama untuk mengukur 

pencapaian sasaran strategis tersebut yang meliputi : Angka prevalensi 

penggunaan kontrasepsi; Persentase kebutuhan ber KB yang tidak 

terpenuhi; Angka kelahiran pada usia remaja; Persentase perserta KB baru 

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan Persentase peserta KB 

aktif MKJP, yang didukung 15 (lima belas) sasaran program beserta 

targetnya.  

Pencapaian kinerja pada lima indikator tersebut empat diantaranya 

tercapai dengan memuaskan, melebihi target yang ditetapkan. Meskipun 

indikator persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) 

masih dibawah target kinerja dengan pencapaian 89,89%. Namun kondisi 

pencapaian ini relatif lebih baik dari kondisi nasional. Sebagaimana 

disajikan dalam tabel berikut : 

No Indikator Sasaran Strategis Target 
Pencapaian 

Absolut Persentase 

1. 
Angka Prevalensi Penggunaan 

Kontrasepsi (CPR) 
56,20 78,60 139,86% 

2. 
Persentase Kebutuhan Ber-KB 

yang tidak terpenuhi (Unmetneed)  
7,20 8,01 89,89% 

3. 
Angka Kelahiran pada remaja usia 

15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19 th) 
29 20 145% 

4. Persentase Peserta KB Baru MKJP 34,60 44,57 128,8% 

5. Persentase Peserta KB Aktif MKJP 31,70 37,82 119,3% 
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Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Perwakilan BKKBN Daerah 

Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sebagai upaya untuk menurunkan 

angka unmetneed adalah sebagai berikut :  

1. Melakukan promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam 

penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB; 

2. Melakukan Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui 

kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan 

ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor 

untuk ber-KB; 

3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program KKBPK dalam 

tahun 2017 dan harus difokuskan pada wilayah wilayah dengan 

pencapaian PB rendah dan Unmeet Need yang tinggi, melalui KIE dan 

pelayanan KB di daerah legok; 

4. Sekaitan dengan Stock Out alat dan obat kontrasepsi di gudang 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa 

Yogyakarta melakukan identifikasi ketersediaan alokon di 

Kabupaten/Kota untuk dilakukan distribusi dinamis dengan 

mekanisme yang ada. 

Selain indikator utama tersebut keberhasilan program KKBPK di Daerah 

Istimewa Yogyakarta juga di dukung oleh tercapainya indikator sasaran 

program, dengan tingkat keberhasilan yang baik. Sebagain besar sasaran 

program, tepatnya sembilan indikator tercapai dengan kategori baik. 

Bahkan terdapat dua indikator dengan pencapaian terbaik, yaitu pada 

indikator persentase PUS anggota UPPKS yang ber KB serta jumlah peserta 

KB aktif. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:  
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No Indikator Sasaran Strategis 
Capaian 

2016 2015 2014 

1. 
Angka Prevalensi Penggunaan 

Kontrasepsi (CPR) 
139,86% 126,90% n.a 

2. 
Persentase Kebutuhan Ber-KB 

yang tidak terpenuhi (Unmetneed) 
89,89% 94,43% 78,48% 

3. 

Angka Kelahiran pada remaja usia 

15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19 

tahun) 

145,00% 153,30% n.a 

4. Persentase Peserta KB Baru MKJP 128,80% n.a n.a 

5. Persentase Peserta KB Aktif MKJP 119,30% 102,15% 107,64% 

 

Trend pencapaian indikator kinerja jika dibandingkan dengan dua tahun 

sebelumnya relatif tidak selaras. Angka persentase capaian CPR dan ASFR 

menunjukkan kenaikan sedangkan unmetneed dan peserta KB Aktif MKJP 

menggambarkan penurunan capaian, sedangkan persentase peserta KB 

baru MKJP belum terlihat trendnya karena tidak ada target pencapaian 

pada dua tahun sebelumnya. 

Secara ringkas realisasi anggaran Perwakilan BKKBN DIY berhasil mencapai 

sebesar 91,89 persen yaitu dapat merealisasikan sebesar Rp. 

26.544.399.276,-dari Rp. 28.888.358.000,-. 
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Bab I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang  

Sesuai dengan arah pembangunan pemerintahan periode 2015-2019, 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

mendukung pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), 

terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan 

Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana. Di dalam Strategi 

Pembangunan Nasional (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada 

Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada 

upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/ 

Karakter (Revolusi Mental). 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, maka BKKBN berkewajiban untuk melaksanakan 

akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam 

mencapai misi dan tujuan organisasi. 

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN  Nomor 82/PER/B5/2011 tanggal 

9 Mei 2011 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan 
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Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi, kedudukan, 

tugas, dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi adalah sebagai berikut: 

1. Kedudukan 

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur pelaksana Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

2. Tugas 

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas BKKBN di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas 

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan 

nasional dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan 

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga 

sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

b. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian 

penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan 

reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang 

pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana 

dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan 

pemberdayaan keluarga; 
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d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, 

penggerakan hubungan antar, bina lini lapangan serta 

pengelolaan data dan informasi dibidang pengendalian 

penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan 

reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. 

e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan 

pengembangan dibidang pengendalian penduduk, 

penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan 

reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 

f. Pelaksanaan tugas administrasi umum; 

g. Pengelolaan barang milik/kekayaan  negara  yang  menjadi  

tanggung jawabnya; 

h. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 

 

C. Aspek Strategis 

1. Isu Strategis 

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas 

penduduk yang harus mendapat perhatian khusus adalah : 

a. Penguatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan 

Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih 

dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain :  

(1) masih beragamnya komitmen dan dukungan stakeholders 

terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, 

kebijakan, perencanaan program dan penganggaran;  

(2) jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga cenderung 

mengalami kenaikan, yaitu angka kelahiran total tahun 2007 
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sebesar 1,8 (SDKI 2007) mengalami kenaikan menjadi 2,1 

pada tahun 2012 (SDKI 2012);  

(3) pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum 

merata pada sasaran – sasaran tertentu;  

(4) muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE tentang program 

KKBPK belum dipahami secara optimal;  

b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata 

untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain:  

(1) angka pemakaian kontrasepsi cara modern belum meningkat 

secara signifikan, yaitu dari sebesar 54,8 persen pada tahun 

2007 (SDKI 2007) menjadi sebesar 59,6 persen pada tahun 

2012 (SDKI 2012) sedangkan pengetahuan tentang alat 

kontrasepsi sudah sangat tinggi;  

(2) kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) masih 

tinggi, yaitu sebesar 11,5 persen (SDKI 2012), angka tersebut 

mengalami kenaikan sebesar 4,7 persen jika dibandingkan 

tahun 2007 (Unmetneed 6,8 persen; SDKI 2007);  

(3) masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB 

(Contraceptive Prevalence Rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB 

yang belum terpenuhi (unmetneed), baik antar wilayah 

maupun antar tingkat pendidikan;  

(4) kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, 

yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas 

kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran 

tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, 

kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan 

tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk 

mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta 
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komplikasi dan kegagalan. Selanjutnya yang berkenaan 

dengan ketersediaan dan distribusi alokon di fasilitas 

kesehatan (faskes)/ klinik pelayanan KB (supply chains) juga 

belum sesuai standart;  

(5) jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terlayani pada 

fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. 

c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai 

kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga 

sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran 

dan menurunkan resiko kematian ibu melahirkan. Permasalahan 

kesehatan reproduksi remaja, antara lain :  

(1) angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun 

cenderung mengalami kenaikan, yaitu 24 per 1.000 

perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2007), meningkat menjadi 

24 berdasarkan hasil SDKI 2012;  

(2) masih banyaknya perkawinan usia muda di kabupaten 

tertentu;  

(3) terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja 

tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar 

pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja 

kelompok usia 15-19 tahun);  

(4) tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan 

remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan 

masih tinggi;  

(5) pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan 

perilaku beresiko masih rendah;  
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(6) cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling 

Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal. 

d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan 

pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka 

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui 

pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada 

beberapa permasalahan, antara lain :  

(1) pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak 

yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah;  

(2) partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua 

yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah;  

(3) kualitas hidup lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga 

dalam merawat lansia masih belum optimal;  

(4) terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk 

mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga;  

(5) pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal 

dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB; 

(6) terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan 

serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok 

kegiatan. 

e. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi 

pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (KKB). Penguatan landasan hukum dan penyerasian 
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kebijakan pembangunan bidang KKB memiliki beberapa 

permasalahan, antara lain :  

(1) landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan 

bidang KKB belum memadai, yaitu masih terdapat beberapa 

peraturan pemerintah dari UU nomor 52 tahun 2009 yang 

belum disusun dan ditetapkan, dan masih banyak kebijakan 

pembangunan sektor lain yang tidak sinergi dengan 

pembangunan bidang KKBPK;  

(2) belum semua kebijakan perencanaan program dan 

penganggaran yang terkait dengan bidang KKBPK dimasukan 

dalam perencanaan daerah;  

(3) koordinasi pembangunan bidang KKBPK dengan program 

pembangunan lainnya masih lemah (antara lain; koordinasi 

dengan program bantuan pemerintah seperti Program 

Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, 

PNPM, dan SJSN Kesehatan), serta penanganan kebijakan 

pembangunan bidang KKBPK selama ini masih bersifat 

parsial. 

f. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. 

Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, 

KB dan KS. Data Sektoral memegang peranan penting dalam 

penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan 

bidang KKB. Namun, data sektoral yang diperoleh melalui 

statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum 

dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, 

pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, 

dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.  
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Beberapa permasalahan di atas memberikan informasi yang cukup 

mendalam tentang pencapaian Program KKBPK secara nasional, dan 

harus dijadikan fokus dalam merumuskan arah kebijakan dan 

strategi dalam Renstra BKKBN 2015-2019 

2. Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam Pembangunan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 

2015-2019 yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program 

Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke 

depan adalah : 

a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan 

kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas; 

b. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan 

alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas 

kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan 

fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB; 

c. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan MKJP untuk 

mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP 

dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk 

keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan 

KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif 

dan Efisien (REE); 

d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan 

KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan 

lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan 

dan penyuluhan KB; 
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e. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan 

pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta 

promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam 

penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB; 

f. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan 

reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai 

pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan 

usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi 

pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja; 

g. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui 

kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan 

kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga 

calon akseptor untuk ber-KB; 

h. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB 

melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data 

dan informasi kependudukan dan KB; 

i. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil 

penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian 

dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK. 

 

D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya 

1. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta 

berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN  Nomor 82/PER/B5/2011 

tanggal 9 Mei 2011 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi, 

adalah Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe A yang berkedudukan di 
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Provinsi Darah Istimewa Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang 

Kepala Perwakilan, yang dalam pelaksanaan tugasnya membawahi : 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Pengendalian Penduduk; 

c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; 

d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; 

e. Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi; 

f. Bidang Pelatihan dan Pengembangan; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang tersedia per 31 Desember 2016 

sebanyak 110 orang, berdasarkan jenis jabatannya dapat dirinci 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 1 

Jumlah Pegawai per Jenis Jabatan per 31 Desember 2016 

Jenis Jabatan 
Jumlah Orang 

2016 2015 

Struktural  27 22 

Fungsional Widyaiswara 7 8 

Fungsional Auditor  4 4 

Fungsional Arsiparis  2 2 

Fungsional Peneliti 1 1 

Fungsional Auditor Kepegawaian 1 1 

Fungsional Umum 68 74 

TOTAL 110 112 

Sumber data : Subbag. Kepegawaaian dan Hukum 
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Dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2015 

sebanyak 112 orang, jumlah pegawai per 31 Desember 2016 

berkurang sebanyak 2 orang karena adanya pegawai yang purna 

tugas sebanyak 4 (empat) orang dan terdapat pegawai mutasi ke 

Perwakilan BKKBN DIY sebanyak 2 (dua) orang. 

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah pegawai tersebut 

dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 2 

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan  

Jenjang Pendidikan 
Jumlah Orang 

2016 2015 

Pasca Sarjana (S2)  27 24 

Sarjana/Diploma IV  42 45 

Diploma III  5 6 

SLTA  32 33 

SLTP  2 2 

SD  2 2 

TOTAL 110 112 

Sumber data : Subbag. Kepegawaaian dan Hukum 

 

Beberapa pegawai mengalami peningkatan pendidikan dari jenjang 

S1/DIV ke S2 sebanyak 3 orang  meliputi lulus tugas belajar 

sebanyak 1 orang dan tambahan mutasi masuk yang sudah 

berpendidikan S2 sebanyak 2 orang. Sehingga untuk pendidikan 

S1/DIV mengalami penurunan dari 45 menjadi 42. 
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Berdasarkan golongan pegawai dapat dirinci dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3 

Jumlah Pegawai per Golongan per 31 Desember 2016 

Golongan 
Jumlah Orang 

2016 2015 

IV.d 1 1 

IV.c 1 1 

IV.b 3 3 

IV.a 10 9 

III.d 19 20 

III.c 15 14 

III.b 36 38 

III.a 10 11 

II.d 6 6 

II.c 4 4 

II.b 2 2 

II.a 3 2 

I.d 0 1 

TOTAL 110 112 

Sumber data : Subbag. Kepegawaaian dan Hukum 

3. Sumber Daya Keuangan 

Pelaksanaan kegiatan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa 

Yogyakarta tahun anggaran 2016 dibiayai dari DIPA Tahun 2016. 

Jumlah anggaran selama tahun 2016 seluruhnya sebesar Rp. 

28.888.358.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 26.544.399.276,- 

atau 91,89% dari anggaran. Rincian anggaran dan realisasi 

keuangan tersebut nampak dalam tabel berikut : 
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Tabel 4 

Anggaran dan Realisasi s.d. 31 Desember 2016 

Uraian Anggaran 
Realisasi 

Rp % 

DIPA Rp. 28.888.358.000,- Rp. 26.544.399.276,- 91,89 

Sumber data : Subbag. Keuangan dan BMN 

4. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Perwakilan 

BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2016 sebagai 

berikut : 

Tabel 5 

Aset Tetap per 31 Desember 2016 

No Uraian 

Per 31 Des 

2016 

(Rp) 

Per 31 Des 

2015 

(Rp) 

% Naik/ 

(Turun) 

1 Tanah  15.037.459.000 15.037.459.000 0 

2 
Peralatan dan 

Mesin  
6.999.643.526 7.115.957.868 (1,63) 

3 
Gedung dan 

Bangunan  
4.884.974.025 4.884.974.025 0 

4 
Aset tetap 

lainnya  
21.072.300 48.822.300 (56,83) 

5 
Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 
203.467.200 163.626.000 24,34 

6 
Akumulasi 

Penyusutan  
(6.487.456.740) (6.219.460.239) 4,30 

Jumlah  20.659.159.311 21.031.378.954 (1,76) 

Sumber data : Subbag. Keuangan dan BMN 
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E. Sistematika Penyajian 

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BKKBN 

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 menjelaskan pencapaian 

kinerja selama tahun 2016 dengan berbagai keberhasilan maupun 

hambatannya, terdiri dari empat bab, yaitu : 

Bab I Pendahuluan 

Memuat informasi tentang latar belakang penyusunan LKIP, 

kedudukan, tugas dan fungsi, aspek strategis, dan struktur organisasi 

dan sumber daya. 

Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja 

Memuat informasi tentang Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 dan 

perjanjian kinerja. Dalam uraian tentang rencana strategis dijelaskan 

tentang pernyataan visi, misi, tujuan strategis, indikator kinerja utama, 

program dan kegiatan, dan perjanjian kinerja. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

Berisi penjelasan pencapaian kinerja tahun 2016 beserta realisasi 

anggaran serta perbandingan dengan pencapaian kinerja pada tahun 

2014 dan 2015. 

Bab IV Penutup 

Menguraikan rangkuman capaian sasaran program dan rencana tindak 

lanjut atau langkah strategis yang direncanakan untuk dilaksanakan 

dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun 2017. 

Lampiran 

Berisi data dukung atas penjelasan dalam laporan ini 
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Bab II 

Rencana dan Perjanjian Kinerja 

Sebagai salah satu unit kerja BKKBN yang berada di daerah, Perwakilan 

BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program-program 

yang ditetapkan oleh BKKBN.  Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa 

Yogyakarta selaku miniatur BKKBN di daerah bertindak sebagai unit 

pelaksana kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, 

sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran strategis mengacu pada penetapan 

BKKBN Pusat. Sasaran program dan sasaran kegiatan yang diamanahkan 

kepada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka 

mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKKBN. 

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 

Penyusunan Rencana Strategis BKKBN merupakan salah satu amanat 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra merupakan dokumen 

perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta 

program dan kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra K/L merupakan 

bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan 

mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) dan mendukung pencapaian program-program prioritas 

pemerintah. 

  



Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2016 

 

 

 

H a l a m a n  -   16    

 

Gambaran singkat Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 adalah sebagai 

berikut: 

1. Visi dan Misi BKKBN 

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah 

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Untuk itu, BKKBN 

berkomitmen turut mensukseskan prioritas pembangunan nasional 

di dalam RPJPN dan agenda prioritas nomor 5 di dalam Nawa Cita 

melalui: 

Visi :  

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan 

penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.” 

Misi : 

a. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan. 

b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi. 

c. Memfasilitasi pembangunan keluarga. 

d. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara 

konsisten. 

e. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. 

2. Tujuan BKKBN 

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi diatas maka dirumuskan 

Tujuan BKKBN untuk “Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang 

melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan 

perwujudan Keluarga Berkualitas” 
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3. Sasaran Startegis BKKBN 

Untuk memastikan tujuan BKKBN tercapai, maka ditetapkan sasaran 

strategis BKKBN 2015 – 2019, yaitu : 

a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) 

b. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (CPR) modern 

c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 

(unmetneed) 

d. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

e. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi 

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN 

Tahun 2015 – 2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja 

sasaran strategis sebagai berikut : 

Tabel 6 

 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

2015 2016 2017 2018 2019

1
Angka kelahiran total (Total Fertility 

Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)
2,60 2,37 2,36 2,33 2,31 2,28

2

Persentase pemakaian kontrasepsi 

(modern Contraceptive Prevalence 

Rate/CPR)

57,9 60,5 60,7 60,9 61,1 61,3

3
Persentase kebutuhan ber-KB yang 

tidak terpenuhi (Unmetneed) (%)
11,4 10,60 10,48 10,26 10,14 9,91

4
Persentase Peserta KB Aktif (PA) 

MKJP
18,3 20,50 21,19 21,70 22,30 23,50

5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%) 27,1 26,0 25,7 25,3 25,0 24,6

Target Kinerja
Baseline 

Target 

2014

IndikatorNo

Sumber Data : Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 

4. Sasaran Program BKKBN 

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-

2019, BKKBN mempunyai 1 (satu) program teknis, yaitu Program 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 
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serta 3 (tiga) program generik, yaitu 1). Program pelatihan, 

penelitian dan pengembangan serta kerja sama internasional 

BKKBN; 2). Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya; 3). Program pengawasan dan peningkatan 

akuntabilitas aparatur BKKBN. 

Tabel 7 

Sasaran Program BKKBN 

No Sasaran Program Indikator Kinerja Program 

1. Program Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga 

1. Jumlah Peserta KB Baru (PB) 

2. ASFR 15 – 19 Tahun 

3. Persentase PUS yang memiliki 

pengetahuan dan pemahaman 

tentang semua jenis metode 

kontrasepsi modern 

4. Persentase keluarga yang memiliki 

pemahaman dan kesadaran 

tentang fungsi keluarga 

5. Indeks pengetahuan remaja 

tentang Generasi Berencana 

  6. Persentase masyarakat yang 

mengetahui tentang isu 

kependudukan 

7. Jumlah ketersediaan data dan 

informasi keluarga (Pendataan 

Keluarga) yang akurat dan tepat 

waktu 

2. 

 

 

 

Program pelatihan, 

penelitian dan 

pengembangan serta kerja 

sama internasional BKKBN 

1. Persentase peningkatan kualitas 

SDM aparatur dan tenaga 

fungsional 

2. Jumlah lembaga diklat yang 

terakreditasi 
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No Sasaran Program Indikator Kinerja Program 

3. Jumlah kerjasama bilateral dan 

multilateral, lembaga penelitian, 

dan perguruan tinggi dalam dan 

luar negeri di bidang KKBPK  

4. Indeks kepuasan hasil diklat 

nasional dan internasional, 

penelitian dan pengembangan KB, 

KS dan Kependudukan 

5. Jumlah pelaksanaan kegiatan 

pelatihan, penelitian dan 

pengembangan di provinsi 

3. Program dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis 

lainnya 

1. Jumlah produk hukum dan 

kebijakan yang dapat 

dipergunakan sebagai dasar 

penguataan pelaksanaan program 

pengendalian penduduk dan KB 

2. Tingkat opini laporan keuangan 

oleh BPK 

3. Jumlah dokumen perencanaan 

program dan anggaraan yang 

mengacu pada pendekatan 

kerangka pengeluaran jangka 

menengah, pengaanggaran 

terpadu dan berbasis kinerja 

4. Persentase terlaksananya 

pengembangan karir ASN yang 

kompetensinya sesuai dengan 

standar (sesuai roadmap) 

  5. Indeks kepuasan pelayanan 

administrasi perkantoran, 

kerumahtanggaan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana 

perkantoran 
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No Sasaran Program Indikator Kinerja Program 

  6. Jumlah dukungan manajemen 

pengelolaaan program 

kependudukan, KB serta 

ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga di provinsi 

4. Program pengawasan dan 

peningkatan akuntabilitas 

aparatur BKKBN 

1. Persentase temuan penyimpangan 

strategis dalam pelaksanaan 

pengelolaan program KKBPK oleh 

eksternal audit 

2. Jumlah pengawasan dan 

peningkatan akuntabilitas 

aparatur di satker Perwakilan 

BKKBN Provinsi  

Sumber data : Renstra BKKBN Tahun 2015 – 2019 

 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) 

merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan 

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk 

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya 

yang dimiliki oleh instansi. 

Perjanjian kinerja dimanfaatkan pimpinan BKKBN untuk memantau dan 

mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, sebagai dasar 

melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi 

pemerintah, dan menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi. 

Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 

2016 memuat sasaran strategis dan sasaran program. 
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Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa 

Yogyakarta  tahun 2016 memuat lima indikator sasaran strategis dan 

lima belas indikator program yang dirinci sebagai berikut: 

Tabel 8 

Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2016 

No Indikator Kinerja  Sasaran 

A. SASARAN STRATEGIS  

1. Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (CPR) 56,2 

2. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 

(Unmetneed) 

7,2 

3. Angka Kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun 

(ASFR 15-19) 

29 

4. Persentase peserta KB baru MKJP 34,6 

5. Persentase peserta KB aktif MKJP 31,7 

B. SASARAN PROGRAM  

1. Jumlah peserta KB baru (PB) 75.400 

2. Jumlah peserta KB aktif (PA) 363.090 

3. Persentase kesertaan KB Pria (PA) (MOP+Kondom) 9,3 

4. Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern 

22,6 

5. Persentase PUS anggota poktan BKB, BKR, BKL, 

UPPKS yang ber-KB : 

 

 a. Persentase PUS anggota BKB yang ber-KB 86,9 

 b. Persentase PUS anggota BKR yang ber-KB 82,7 

 c. Persentase PUS anggota BKL yang ber-KB 76,1 

 d. Persentase PUS anggota UPPKS yang ber-KB 69,1 

6. Indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan 

reproduksi remaja (KRR) 

62,8 

7. Persentase sasaran yang mendapatkan promosi dan 

konseling kesehata reproduksi 

10,0 

8. Persentase masyarakat yang mengetahui isu 48,0 
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No Indikator Kinerja  Sasaran 

kependudukan 

9. Persentase provinsi yang memasukan program 

KKBPK dalam Musrenbang 

100,0 

10. Persentase kab/kota yang memasukan program 

KKBPK dalam Musrenbang 

40,0 

11. Laporan realisasi triwulanan kab/kota penerima DAK 

tahun 2016 

100,0 

12. Jumlah ketersediaan data dan informasi yang akurat 

dan tepat waktu 

100,0 

13. Laporan keuangan dan pengelolaan BMN yang dapat 

diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel dan 

memenuhi standar kepatutan 

100,0 

14. Persentase temuan eksternal dan internal yang 

selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 

100,0 

15. Pemetaan urusan bidang pengendalian penduduk 

dan KB di kab/kota dalam penguatan program KKBPK 

100,0 

Sumber data : Kontrak Kinerja Provinsi Tahun 2016 
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Bab III 

 Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja 

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan 

realisasi / pencapaian dengan target yang telah ditetapkan dalam 

Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) Tahun 2016. Perwakilan BKKBN DIY telah 

melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung sasaran 

strategis BKKBN Pusat. Dalam KKP Tahun 2016 terdapat 5 (lima) 

sasaran strategis yang didukung oleh 15 (lima belas) sasaran program 

beserta targetnya.  

Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan 

diperoleh indeks capaian. Penghitungan indeks capaian perlu 

memperhitungkan kategorisasi capaian. Ketentuan penetapan 

kategorisasi indeks capaian adalah sebagai berikut : 

Tabel 9 

Kategorisasi Indeks Capaian 

No Interval Capaian Kategori Capaian Kode Capaian 

1   100 % Baik HIJAU 

2 80 %   100 % Cukup KUNING 

3   80 % Kurang MERAH 
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Hasil pengukuran terhadap pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

seperti yang ada dalam tabel berikut : 

Tabel 10 

Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

No Indikator Sasaran Strategis Target 
Pencapaian 

Absolut Persentase 

1. Angka Prevalensi 

Penggunaan Kontrasepsi 

(CPR) 

56,20 78,60 139,86% 

2. Persentase Kebutuhan Ber-

KB yang tidak terpenuhi 

(Unmetneed)  

7,20 8,01 89,89% 

3. Angka Kelahiran pada remaja 

usia 15 – 19 tahun  

(ASFR 15 – 19 th) 

29 20 145% 

4. Persentase Peserta KB Baru 

MKJP 

34,60 44,57 128,8% 

5. Persentase Peserta KB Aktif 

MKJP 

31,70 37,82 119,3% 

Sumber Data : Statistik Rutin dan Susenas 2015 

Capaian Indikator Sasaran Strategis tersebut juga didukung oleh 

capaian sasaran program tahun 2016, meskipun belum semua sasaran 

program dapat tercapai dengan baik, namun berkontribusi terhadap 

capaian sasaran strategis. Capaian indikator sasaran program tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 11 

Pencapaian Indikator Sasaran Program 

No Indikator Sasaran Program Target 
Pencapaian 

Absolut Persentase 

1. Jumlah peserta KB baru (PB) 75.400 45.818 60,77% 

2. Jumlah peserta KB aktif (PA) 363.090 431.813 118,93% 

3. Persentase kesertaan KB Pria 

(PA) (MOP+Kondom) 

9,3 7,62 81,94% 
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No Indikator Sasaran Program Target 
Pencapaian 

Absolut Persentase 

4. Persentase PUS yang memiliki 

pengetahuan dan 

pemahaman tentang semua 

jenis kontrasepsi modern 

22,6 11 48,67% 

5. Persentase PUS anggota 

poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS 

yang ber-KB : 

   

 a. Persentase PUS anggota 

BKB yang ber-KB 

86,9 88,15 101,44% 

 b. Persentase PUS anggota 

BKR yang ber-KB 

82,7 87,27 105,53% 

 c. Persentase PUS anggota 

BKL yang ber-KB 

76,1 84,34 

 

110,83% 

 d. Persentase PUS anggota 

UPPKS yang ber-KB 

69,1 88,03 127,39% 

6 Indeks pengetahuan remaja 

tentang kesehatan reproduksi 

remaja (KRR) 

62,8 65 103,50% 

7 Persentase sasaran yang 

mendapatkan promosi dan 

konseling kesehata reproduksi 

10,0 10,8 100,80% 

8 Persentase masyarakat yang 

mengetahui isu 

kependudukan 

48,0 50,2 104,60% 

9 Persentase provinsi yang 

memasukan program KKBPK 

dalam Musrenbang 

100,0 100,0 100% 

10 Persentase kab/kota yang 

memasukan program KKBPK 

dalam Musrenbang 

40,0 100,0 250% 

11 Laporan realisasi triwulanan 

kab/kota penerima DAK 2016 

100,0 100,0 100% 

12 Jumlah ketersediaan data dan 

informasi yang akurat dan 

tepat waktu 

100,0 93,4 93,4% 
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No Indikator Sasaran Program Target 
Pencapaian 

Absolut Persentase 

13 Laporan keuangan dan 

pengelolaan BMN yang dapat 

diselesaikan tepat waktu, 

akuntabel, kredibel dan 

memenuhi standar kepatutan 

100,0 100,0 100% 

14 Persentase temuan eksternal 

dan internal yang selesai 

ditindaklanjuti sesuai dengan 

ketentuan 

100,0 80,0 80% 

15 Pemetaan urusan bidang 

pengendalian penduduk dan 

KB di kab/kota dalam 

penguatan program KKBPK 

100,0 100,0 100% 

Sumber Data : Statistik Rutin, Susenas, Survey RPJM 

 

B. Analisis Capaian Kinerja 

Pencapaian Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (CPR) 

Pada indikator Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (CPR) di  

DIY tercapai sebesar 139,86% dari target CPR yang ditetapkan 

dalam KKP Tahun 2016 sebesar 56,20%. Sesuai Data Statistik Rutin 

BKKBN, tingkat penggunaan kontrasepsi (CPR) tahun 2016 tercapai 

sebesar 78,60% dari seluruh PUS yang ada. 

2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) 

Pada tahun 2016 berdasarkan data Statistik Rutin BKKBN, 

Persentase Unmetneed di DIY tercapai sebesar 8,01%. Angka 

tersebut berarti untuk unmetneed hanya tercapai sebesar 89,89% 

dari target dalam KKP yang ditetapkan sebesar 7,20%.  
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3. Angka Kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19) 

Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2015 ASFR (15-19 tahun) di DIY 

tercapai sebanyak 20 orang untuk setiap 1.000 WUS usia 15-19 

tahun. Hal tersebut berarti dari 1.000 orang WUS usia 15-19 tahun 

terdapat 20 orang remaja pada usia tersebut yang sudah pernah 

melahirkan. Angka ASFR (15-19 tahun) tersebut lebih rendah dari 

target yang telah ditetapkan dalam KKP yaitu sebanyak 29 orang, 

sehingga untuk ASFR (15-19 tahun) tercapai sebesar 145%.  

4. Persentase Peserta KB Baru MKJP 

Data pencapaian peserta KB Baru MKJP diperoleh dari Statistik Rutin 

BKKBN tahun 2016. Persentase peserta KB Baru MKJP di DIY 

tercapai sebesar 44,57% capain tersebut melebihi dari target yang 

ditetapkan dalam KKP sebesar 34,6%. Artinya pada indikator 

tersebut tercapai sebesar 128,81%. 

5. Persentase Peserta KB Aktif MKJP 

Peserta KB Aktif menurut data Statistik Rutin tahun 2016 tercapai 

sebesar 37,82%, capaian itu melampaui dari target KKP yang 

ditetapkan 31,7%. Dibandingkan dengan KKP, capaian tersebut 

mencapai 119,3%.  
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Sedangkan perkembangan capaian kinerja program KKBPK pada 

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 apabila 

dibandingkan dengan pencpaian Tahun 2015 dan Tahun 2014 dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 12 

Perkembangan Capaian Kinerja 

No Indikator Sasaran Strategis 

Capaian 

2016 2015 2014 

1. Angka Prevalensi Penggunaan 

Kontrasepsi (CPR) 

139,86% 126,90% n.a 

2. Persentase Kebutuhan Ber-KB 

yang tidak terpenuhi 

(Unmetneed) 

89,89% 94,43% 78,48% 

3. Angka Kelahiran pada remaja 

usia 15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19 

tahun) 

145,00% 153,30% n.a 

4. Persentase Peserta KB Baru MKJP 128,80% n.a n.a 

5. Persentase Peserta KB Aktif MKJP 119,30% 102,15% 107,64% 

Sumber Data : Statistik Rutin, Susenas, Survey RPJM 

Pada capaian angka prevalensi penggunaan kontrasepsi baru, pada 

tahun 2015 CPR tercapai sebanyak 126,90% dari target dan meningkat 

persentase pencapaiannya di tahun 2016 menjadi 139,86%. Persentase 

penggunaan ber-KB yang tidak terpenuhi dibandingkan dengan target 

kinerja di tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 

2014 (dari 78,48% menjadi 94,43%). Namun di tahun 2016 persentase 

pencapaian unmetneed terhadap KKP mengalami penurunan sebanyak 

4,54% menjadi 89,89%. Naiknya angka unmetneed antara lain 

disebabkan oleh terjadinya Stock Out alkon IUD sehingga calon 

akseptor yang ingin mendapatkan pelayanan IUD menjadi tidak 

terlayani. 
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Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun juga menjadi salah satu 

target yang harus diturunkan di tahun 2015-2016. Kondisi saat ini di 

D.I. Yogyakarta angka ASFR (15-19) telah mencapai target kinerja yang 

diinginkan terbukti dari pencapaian yang melebihi 100% walaupun 

terdapat penurunan secara persentase capaian terhadap target kinerja 

yaitu dari 153,30% di 2015 menjadi 145,00% di 2016. Namun 

penurunan pencapaian target tersebut juga dipengaruhi oleh terjadinya 

perubahan target kinerja dimana  pada tahun 2015 sebesar 30,7/1000 

WUS menjadi 29/1000 WUS di tahun 2016, sementara data yang 

digunakan untuk penghitungan capaian masih dari sumber dan tahun 

yang sama. 

Tingkat kesertaan KB Aktif MKJP dalam 3 tahun terakhir menunjukkan 

capaian yang membanggakan karena target kinerja dapat tercapai 

selama tiga tahun berturut-turut. Jika dilihat trennya, capaian PA MKJP 

terhadap KKP mengalami fluktuasi dan memiliki kecenderungan 

meningkat dengan capaian 119,3% ditahun 2016. 

Tercapainya target kinerja di tahun 2016 tersebut didukung oleh 

berbagai kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Perwakilan 

BKKBN DIY. Kebijakan dan strategi tersebut antara lain : 

1. Peningkatan kualitas pelayanan KB melalui MoU pelayanan KB 

dengan Rumah sakit yang memberikan pelayanan KB ( RS. 

Besthesda, RS. Griya Mahardika, RS. Dinas Kesehatan Tentara Dr. 

Soetarto), pemberian KIE Kesehatan reproduksi pada ANC,  

penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang 

memadai di setiap faskes KB.  
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2. Peningkatan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 

(KRR) dan KKBPK melalui program Genre, Jambore kependudukan, 

KKN tematik kependudukan. 

3. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis dan pelayanan KB 

melalui Bhaksos 

4. Peningkatan kualitas kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) 

melalui seleksi penilaian  kader maupun kelompok kegiatan, 

pelatihan bagi kader kelompok kegiatan, pemberian dukungan 

operasional serta sarana dan prasarana. 

5. Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB dan 

Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam Program KKBPK melalui fasilitasi materi informasi 

dan KIE below the line dan penggerakan MUPEN dalam 

penyampaian informasi kepada masyarakat  

6. Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja dalam 

penggarapan Progaram KKBPK melalui sinergitas kegiatan antara 

lain pembentukan Kampung KB di seluruh Kab/Kota, integrasi 

kegiatan dengan mitra  TNI, PKK dan Dinas Kesehatan, Peningkatan 

koordinasi dengan mitra kerja terkait IBI, IpeKB, IPKB, IDI, Aisyiyah, 

Fatayat NU, Muslimat NU, Fapsedu dll, penandatanganan MoU 

dengan Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI) dalam 

penyampaian materi program KKBPK kepada calon pengantin.   

7. Optimalisasi tenaga lini lapangan untuk peningkatan penggerakkan 

Program KKBPK di lini lapangan melalui fasilitasi pertemuan 

kemitraan secara berjenjang melalui rakor desa/trikomponen, rakor 

Kecamatan dan pembinaan PPKBD/Sub PPKBD 
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Kebijakan tersebut didukung dengan pelaksanaan berbagai kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta 

pada tahun 2016, yaitu : 

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan 

pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas 

penduduk, berupa :  

a. Penyusunan analisis parameter dan profil penduduk kewilayahan 

untuk 1 (satu) kabupaten/kota, yaitu Kota Yogyakarta 

b. Sarasehan Pengendalian penduduk bagi pengelola dan 

pelaksana Program KKBPK yang dilaksanakan di 5 (lima) 

kabupaten/ kota se-DIY. 

c. Forum/ pertemuan penyerasian kebijakan pengendalian 

penduduk bersama 3 (tiga) mitra kerja, yaitu Fapsedu, Koalisi 

Kependudukan dan Forsada. 

d. Sosialisasi kebijakan dampak kependudukan yang disesuaikan 

dengan kondisi wilayah yang telah dilaksanakan di Kota 

Yogyakarta. 

e. Kerjasama Pendidikan Kependudukan melalui KKN Tematik 

KKBPK yang diikuti oleh 42 kelompok KKN yang berasal dari 3 

(tiga) universitas, yaitu UGM, UNY, UNISA yang disertai dengan 

pembekalan materi praktek lapangan (KKN) yang dilakukan oleh 

3 (tiga) universitas tersebut. 

f. Penggandaan/ pengembangan/ adaptasi Modul pendidikan 

kependudukan baik untuk jalur formal (SMP/ SMA) dan informal 

(Pramuka dan Ponpes) di 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY 

g. Sosialisasi Standarisasi Pelayanan KB di 5 (lima) kabupaten/ kota 

se-Daerah Istimewa Yogyakarta. 

h. Peningkatan sosialisasi kesertaan MKJP di 5 (lima) kabupaten/ 

kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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2. Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan 

KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan, berupa : 

a. Penggerakan dan pemantapan pelayanan KB Baru MKJP (PB) 

MOP sebanyak 223 akseptor; MOW sebanyak 665 akseptor; IUD 

sebanyak 4.927 akseptor; Implant sebanyak 2.422 akseptor 

b. Penggerakan dan pemantapan pelayanan KB ganti cara MOP 

sebanyak 32 akseptor; MOW sebanyak 130 akseptor; IUD 

sebanyak 2.355 akseptor; Implant sebanyak 3.035 akseptor 

c. Pelayanan Pencabutan Implant sebanyak 1.494 kasus dan 

Ayoman Kegagalan sebanyak 5 kasus 

d. Penggerakan/Pembinaan kesertaan KB dan KR di wilayah dan 

sasaran khusus tingkat kabupaten/kota se-DIY 

e. Penguatan pelayanan KB MKJP di Fasilitas Kesehatan Rujukan 

Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) serta jaringan/jejaringnya baik pemerintah dan 

swasta di tingkat Kab/Kota se-DIY 

f. Penggerakan Faskes Yan KB melalui petugas lapangan 

(penghubung faskes) untuk 246 faskes 

g. Fasilitasi penggerakan pelayanan KB bersama Kodim se DIY 

h. Fasilitasi penggerakan pelayanan KB bersama Polri (Polda DIY) 

i. Promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi dan hak-hak 

reproduksi di 89 Faskes 

j. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak- hak 

reproduksi di 750 kelompok kegiatan 

k. Penggandaan dan distribusi materi konseling Kesehatan 

Reproduksi di Faskes dan Poktan di seluruh kab/ kota se-DIY 
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3. Pembinaan pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah, 

berupa: 

a. Penyusunan peta kerja KSPK kewilayahan di 5 (lima) kabupaten/ 

kota se-DIY 

b. Sosialisasi materi dan informasi pembinaan pembangunan 

Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) di 5 (lima) kabupaten/ 

kota se-DIY 

c. Dukungan pembinaan Kelompok BKL sebanyak 130 kelompok  

d. Dukungan pembinaan Kelompok UPPKS sebanyak 527 

kelompok 

e. Koordinasi/ fasilitasi dengan mitrakerja yang memiliki akses 

peningkatan kualitas  bagi kelompok UPPKS di 5 (lima) 

kabupaten/ kota se-DIY 

4. Penggerakan stakeholder, mitra kerja, serta perubahan sikap dan 

perilaku masyarakat, berdasarkan data dan informasi yang berbasis 

IT dalam Program KKBPK, berupa : 

a. Pengembangan advokasi dan KIE "below the line" program 

KKBPK  

b. Peningkatan penggerakan MUPEN sebagai sarana KIE 

peningkatan MKJP  

c. Pertemuan Lengkap IMP Tingkat Desa/Kelurahan sebanyak 438 

desa/kelurahan 

d. Fasilitasi penggerakan Program KKBPK bagi penyuluh KB 

(PKB/PLKB)/Tim Operasional Tingkat Desa (TKBK) di 438 

desa/kelurahan 

e. Pembinaan KKBPK bagi masyarakat oleh PPKBD/ Kader Tingkat 

Desa sebanyak 438 PPKBD 
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f. Pertemuan Kemitraan Program KKBPK tingkat Kecamatan (Rakor 

Kecamatan) di 78 kecamatan se-DIY 

g. Pertemuan Kemitraan Program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan 

(Rakor Desa) di 438 desa/kelurahan 

h. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penggerakan mekanisme 

operasional lini lapangan melalui Monitoring Baksos TNI, KB, Kes 

di 5 Kab/Kota  

i. Peningkatan dukungan dan fasilitasi stakeholder dan mitra kerja 

tingkat Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka penggerakan 

operasional program KKBPK di lini lapangan yang diberikan 

kepada 3 mitra kerja, yaitu PKK, TNI, dan Institusi Masyarakat 

Pedesaan. 

j. Pembentukan "Kampung KB" (pilot project - 1 Kampung KB 

percontohan di setiap Kab/ Kota) di 5 (lima) Kabupaten/ Kota se-

Daerah Istimewa Yogyakarta 

5. Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan Provinsi, 

berupa : 

a. Pembinaan SDM Aparatur provinsi melalui Diklatpim IV yang 

diikuti oleh 1 (satu) orang pejabat esselon IV 

b. Peningkatan kapasitas Widyaiswara yang diikuti oleh 7 (tujuh) 

orang Widyaiswara 

c. Peningkatan Kompetensi SDM Latbang (Pelatihan Teknis bagi 

pengelola/pelaksana Program) yang diikuti oleh Kepala Bidang 

Latbang dan 3 (tiga) pejabat esselon IV di Bidang Latbang 

d. Orientasi Program KKBPK bagi Toga/Toma, LSOM, dan Mitra 

Kerja yang diikuti oleh pengurus Fapsedu sebanyak 14 (empat 

belas) orang.  
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e. Diklat Fungsional Dasar bagi PKB (PNS) sebanyak 5 (lima) orang 

peserta 

f. Diklat Teknis Program KKBPK bagi PLKB Non PNS sebanyak 7 

(tujuh) orang peserta 

g. Refreshing PLKB/PKB (PNS dan Non PNS) bagi 114 PKB/PLKB 

h. Pelatihan Teknis Pembinaan Program KKBPK bagi PPKBD 

sebanyak 20 PPKBD 

i. Pelatihan Teknis Advokasi dan KIE bagi Pengelola Program 

KKBPK yang diikuti oleh Pengelola Kampung KB sebanyak 18 

orang. 

j. Pelatihan Teknis Komunikasi Perubahan Perilaku (BCC) bagi 

mitra kerja yang diikuti oleh Pengelola Kampung KB sebanyak 18 

orang peserta. 

6. Dukungan manajemen pengelolaan Program KKBPK di provinsi, 

berupa: 

a. Inventarisasi PKB/PLKB di 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY 

b. Distribusi Alokon ke 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY 

c. Pemetaan Urusan Bidang KKBPK di Kab/Kota (UU 23 thn 2014) 

di 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY 

d. Fasilitasi P2D PKB/PLKB (UU 23 thn 2014) di 5 (lima) 

kabupaten/kota se-DIY 

e. Monitoring dan evaluasi terpadu pelaksanaan program KKBPK 

(seluruh Bidang) di 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY 

Sedangkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Perwakilan 

BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sebagai upaya 

untuk menurunkan angka unmetneed sekaligus meningkatkan 

pencapaian peserta KB baru serta meningkatkan porsentase PUS yang 
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memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis 

kontrasepsi modern adalah sebagai berikut :  

1. Melakukan promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam 

penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB; 

2. Melakukan Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga 

melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka 

melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada 

keluarga calon akseptor untuk ber-KB; 

3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program KKBPK dalam 

tahun 2017 dan harus difokuskan pada wilayah wilayah dengan 

pencapaian PB rendah dan Unmeet Need yang tinggi, melalui KIE 

dan pelayanan KB di daerah legok; 

4. Sekaitan dengan Stock Out alat dan obat kontrasepsi di gudang 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa 

Yogyakarta melakukan identifikasi ketersediaan alokon di 

Kabupaten/Kota untuk dilakukan distribusi dinamis dengan 

mekanisme yang ada. 

Sedangkan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Perwakilan BKKBN 

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 untuk meningkatkan 

capaian porsentasi temuan eksternal dan internal yang selesai 

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut : 

1. Mengimplementasi SPIP di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa 

Yogyakarta secara efektif dan efisien 

2. Memperkuat peran pengawasan sebagai penjamin mutu (quality 

assurance); dan 

3. Meningkatkan porsi pemberian masukan dan konsultasi (consulting) 

oleh pengawasan dalam rangka memperkuat upaya pencegahan 

terjadinya kesalahan/ penyimpangan. 
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C. Realisasi Anggaran 

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat penyerahan 

DIPA Tahun 2016 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2015 

mendapatkan anggaran sebesar Rp. 40.618.678.000,-. Pada bulan Mei 

2016, dilakukan efisiensi Tahap I sebesar Rp. 3.701.816.000,- sehingga 

pagu anggaran menjadi Rp. 36.916.862.000,-, pada tribulan terakhir 

terjadi efisiensi kembali sebesar Rp. 8.028.504.000,- sehingga Anggaran 

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat 

dipergunakan untuk melaksanakan program sebesar Rp. 

28.888.358.000,- dengan realisasi sebesar 91,89% atau Rp. 

26.544.399.276,-, dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 13 

Rincian Realisasi Anggaran 

Pagu 

(Rp.)

Realisasi 

(Rp.)

Realisasi

 ( % )

068.01.01 5297 .001

Dukungan manajemen 

pengelolaan Program KKBPK di 

Provinsi (layanan)

1.610.237.000      1.518.940.854      94,33      

068.01.01 5297 .994
Layanan Perkantoran (Bulan 

Layanan)
14.704.014.000   14.243.049.149   96,87      

068.01.01 5297 .995 Kendaraan Bermotor (Unit) 205.000.000         204.925.000         99,96      

068.01.01 5297 .996 
Perangkat Pengolah Data dan 

Komunikasi (Unit)
29.400.000            29.396.975            99,99      

068.01.01 5297 .997 
Peralatan dan Fasilitas 

Perkantoran (Unit)
49.000.000            48.938.500            99,87      

068.01.01 5297 .998 Gedung/Bangunan (M2) 40.000.000            39.841.200            99,60      

068.01.03 5298 .001 

Pengawasan intern yang efektif 

efisien terhadap pengelolaan 

program KKBPK (LHP)

71.609.000            61.281.125            85,58      

068.01.04 5299 .001 
Pendidikan dan pelatihan Program 

KKBPK di provinsi (orang)
774.874.000         760.746.439         98,18      

068.01.04 5299 .002 

Penelitian dan pengembangan 

Program KKBPK di provinsi (Hasil 

Penelitian)

720.277.000         704.100.350         97,75      

Program / Output 

 

Sumber data : F/II/Keu 
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Bab IV 

Penutup 

Pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah 

Istimewa Yogyakarta disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Laporan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 

2016 menyajikan informasi realisasi kinerja dibandingkan dengan target 

yang telah diperjanjikankan, disertai analisis capaian serta analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa 

yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk 

pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program Perwakilan 

BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung pencapaian tujuan/ 

sasaran strategis BKKBN tahun 2016. 

A. Simpulan 

1. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2016 yang masuk dalam kategori BAIK {HIJAU} dengan 

rentang pencapaian antara 100% s.d. 145% adalah : 

a. Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (CPR) 

b. Angka Kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19) 

c. Persentase Peserta KB Baru MKJP 

d. Persentase Peserta KB Aktif MKJP 

e. Jumlah peserta KB aktif (PA) 
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f. Persentase PUS anggota poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang ber-

KB : 

1) Persentase PUS anggota BKB yang ber-KB 

2) Persentase PUS anggota BKR yang ber-KB 

3) Persentase PUS anggota BKL yang ber-KB 

4) Persentase PUS anggota UPPKS yang ber-KB 

g. Indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi 

remaja (KRR) 

h. Persentase sasaran yang mendapatkan promosi dan konseling 

kesehata reproduksi 

i. Persentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan 

j. Persentase provinsi yang memasukan program KKBPK dalam 

Musrenbang 

k. Persentase kab/ kota yang memasukan program KKBPK dalam 

Musrenbang 

l. Laporan realisasi triwulanan kab/ kota penerima DAK tahun 2016 

m. Laporan keuangan dan pengelolaan BMN yang dapat 

diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel dan memenuhi 

standar kepatutan 

n. Pemetaan urusan bidang pengendalian penduduk dan KB di 

kab/ kota dalam penguatan program KKBPK 

2. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2016 yang masuk dalam kategori CUKUP {KUNING} dengan 

rentang pencapaian antara 81,94% s.d. 93,4% adalah : 

a. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) 

b. Persentase kesertaan KB Pria (PA) (MOP+Kondom) 

c. Jumlah ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat 

waktu 
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3. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta 

tahun 2016 yang masuk dalam kategori KURANG {MERAH} dengan 

rentang pencapaian antara 48,67% s.d. 80,00% adalah : 

a. Jumlah peserta KB baru (PB) 

b. Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman 

tentang semua jenis kontrasepsi modern 

c. Persentase temuan eksternal dan internal yang selesai 

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 

 

B. Langkah-Langkah ke Depan 

Berdasarkan capaian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa 

Yogyakarta tahun 2016, langkah-langkah yang perlu dilakukan ke 

depan adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam 

penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB; dengan menajamkan 

segmentasi sasaran kegiatan program KKBPK dalam tahun 2017 dan 

harus difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian PB 

rendah dan unmetneed yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di 

daerah legok. 

2. Melakukan Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga 

melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka 

melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada 

keluarga calon akseptor untuk ber-KB; 

3. Mengimplementasi SPIP di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa 

Yogyakarta secara efektif dan efisien serta memperkuat peran 

pengawasan sebagai penjamin mutu (quality assurance) dan 

sebagai konsultan dalam rangka pencegahan terjadinya 

kesalahan/penyimpangan; 
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4. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja 

yang terkait dengan penetapan sasaran, idikator kinerja dan target 

agar indikator yang ditetapkan dapat mencerminkan kinerja 

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta 

5. Pemanfaatan LKIP sebagai bahan masukan dan acuan dalam 

penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), 

Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial 

Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa 

mendatang.  
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PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR l99TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 201 5 . 201 9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 3

ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-

2019, Kementerian/Lembaga melaksanakan program dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang

dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 201 5-

2019, perlu menyesuaikan kebijakan anggaran yang

berorientasi pada program dan kegiatan prioritas guna

mencapai tujuan pembangunan nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana NasionalTahun 2015 -2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nom or 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5 - 2025
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4700);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5080);

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

4.
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5.

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kaii diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga'

Keluarga Berencana dan sistem lnformasi Keluarga (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2O14 Nomor 319'

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5614);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 20]3 tentang Perubahan

Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2013 Nomor 10);

peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan

Kedelapan ata.s Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2013 Nomor 1 1);

peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

PembangunanJangkaMenengahNasional20l5-2019
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 95);

9.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN

2015-20'19.

, Pasal 1

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

NasionalTahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra BKKBN,

merupakan dokumen yang memuat gambaran tentang mandat,

tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga

Beiencana Nasional serta peran, kondisi, tantangan, kebijakan,

strategi, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran

strategis yang harus di capai serta indikator outpuf, indikator

outcome, target capaian, pendanaan, dan lndikator Kinerja Utama

(rKU).

vllll



a.

b.

c.

Pasal 2

Renstra BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal I memuat
tentang :

Visi;

Misi;

Tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional;

Sasaran Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional;

Arah Kebijakan dan Strategi Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;

Kerangka Regulasi;

Kerangka Kelembagaan;

Target Kinerja;dan

Kerangka Pendanaan.

Pasal 3

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 digunakan sebagai dasar sinkronisasi kebijakan dan integrasi
antara kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga dengan program dan kegiatan pemangku
kepentingan dan mitra kerja.

Pasal 5

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 disusun sebagai pedoman setiap
unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional dalam:

penyusunan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat nasional;

penyusunan Rencana Strategis Daerah yang harus
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh
Seimbang;dan

penyusunan Rencana Belanja Program Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

a.

b.

c.

l,*



Pasal 6

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 disusun untuk meningkatkan

akuntabilitas, kualitas perencanaan dan pelaksanaan program

pembangunan pada umumnya dan Program Kependudukan'

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada khususnya'

Pasal 7

PadasaatPeraturanKepalaBadaninimulaiberlaku,Peraturan
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Nomor212/PER/81/2ol5tentangRencanaStrategisBadan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

PJraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara RePublik lndonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tangga! 1 5 SePtember 2016

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Diundangkan diJakarta
pada tanggal 26 SePtember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATU RAN P ERU NDANG-U NDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK A5A5I MANUSIA

REPUBLI ONESIA,

SUNVN CHANDRA SURAPATY

BERITA NEGARA

t,- l,

LIK INDONESIATAHUN 2016 NOMOR 1441
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2A14 tentang

Pedoman P€nyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian/Lembaga (K/L) 2015-2019, maka BKKBN menyusun Renstra 2O15-2019

dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra BKKBN 2015-2019 mengacu pada sasaran program (outcome),

sasaran kegiatan (outputl dan indikator-indikator yang telah tertuang di dalam

RPJMN 2015-2019. Kemudian pengembangan lndikator Klnerja Kegiatan (lKK),

Komponen dan Sub Komponen juga harus mempertimbangkan upaya perwujudan

tujuan BKKBN untuk "mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya

penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga

Berkualitas". Selain itu, dalam penyempurnaan Renstra ini, BKKBN juga

mernperhatikan berbagai prioritas pembangunan yang telah dirumuskan di dalam

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

4.1.1 Sasaran Strategis dan lndikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh

BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya outcome

dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN

menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka kelahiran total CI-FR)

2. Meningkatnya prerralensi kontrasepsi (CPR)

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi

Jangka Panjang (MKJP)

5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun

2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis

sebagai berikut:



Tabel 4.1

lndikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2O19

INDIKATOR
BASA.INE
TARGET

2011 201 5: i 2018 'dotii i/!,IIjti i2!!W:,s.it

1 Angka kelahiran total (total f6rtility rate/IFR)

per WUS (1$49 tahun)

2,60 2,37 2,36 2,33 2,31 2,28 2,28

PBrsentaso pemakaian kontrasepsl (modem

contracepti!e pralalence ratelCPR)

57,9 60,5 60,7 60,9 61,1 61,3 61,3

3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak

torpenuhi (unmet need) (%)

11,4

(8,6)

10.60 10,48 10,26 10,14 9,9'l 9,91

4 )ersentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP 18,3 20,50 21,19 21.70 u,30 23,50 23,50

nngkat putus pakai kontrasepsi (%) 2l,1 26,0 25.7 25,3 25,0 24,6 24,6

4.1.2 Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (Outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu
program dalam rangka pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-

2019. BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

sehingga hanya mempunyai 1 (satu) Program Teknis yaitu ProEram

Kependududukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta 3
(tiga) Program Generik yaitu: 1) Program Pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan serta Kerjasama lnternasional BKKBN; 2) Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya; 3) Program

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.

1. Sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Sasaran Program (Outcome) Program Kependudukan, Keluarga

Berencana, dan Pembangunan Keluarga adalah Terlaksananya Program

KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Untuk mengukur keberhasilan
pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan lndikator Kinerja Program

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut:

- Jumlah peserta KB baru /PB 0uta)

- ASFR 15-'19 Tahun

- Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman

tentang semua jenis metode kontrasepsi modern

- Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran

tentang fungsi keluarga

lndeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana

- Persentase masyarakat yang

kependudukan
mengetahui tentang

Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan

keluarga) yang akurat dan tepat waktu



2. Sasaran Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta

Kerjasama lnternasional BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

serta Kerjasama lnternasional BKKBN adalah meningkatnya kualitas SDM

Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama lnternasional serta

Penelitian dan Pengembangan program KKBPK. Untuk mengukur

keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan lndikator

Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta

Kerjasama lnternasional BKKBN sebagai berikut:

- Persentase peningkatan kualitas sDM Aparatur dan tenaga

fungsional

- Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi

- Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan

perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK

- lndeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian

dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan

- Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan

pengembanga;'r di Provinsi

sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya adalah tersedianya dukungan manajemen dalam

rangka penyelenggaraan Program KKBPK. Untuk mengukur

keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan lndikator

Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya sebagai berikut:

- Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan

sebagai dasar penguitan pelaksanaan program pengendalian

penduduk dan KB

- Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK

- Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang

mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja

- Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai

roadmap)

- lndeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran,

kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantOran

- Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program

Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di

Provinsi

3.



4. Sasaran Program Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas AParatur BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur BKKBN adalah meningkatnya akuntabilitas

pengelolaan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian

hasil (outcome), maka ditetapkan lndikator Kinerja Program

pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN sebagai

berikut:

.PersentaseTemuanPenyimpanganStrategisdalamPelaksanaan
Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit

-Jumlahpengawasandanpeningkatanakuntabilitasaparaturdi
satker Perwakilan BKKBN Provinsi

4.1.3 Sasaran Kegiatan dan lndikator Kinerja Kegiatan

SasaranKegiatanadalahkeluaran(output)yangdihasilkanolehsuatu
kegiatanyungdilaksanakanuntukmendukungpencapaiansasaran
program.Sasarankegiatanmerupakankeluaranyangharusdihasilkanoleh
unit kerja Eselon ll dengan alat ukur tingkat keberhasilan pencapaiannya

menggunakan lndikator Kinerja Kegiatan (lKK)' Sasaran Kegiatan (Output)

dan lndikator Kinerja Kegiatan (lKK) untuk masing-masing unit kerja Eselon ll

telahdisusununtukseluruhProgramdanBidangdilingkunganBKKBN
(tertera pada matrik lampiran Renstra ini)'

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 90 Tahun 2010

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(RKA-IVL), pemerintah menyusun Anggurun iendapatan dan Belanja Negara (APBN)

setiap tahun dalam penyelengguruuiiungsi pemerintahan untuk mencapaitujuan

bernegara.DokumenpenyusunananggaranyangdibutuhkansebelumAPBN
ditetapkan o[f.., pemeriniah dan DPR, adalah RKA/KL dan Rencana Dana

pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN). RKA-K/L merupakan dokumen

rencana keuangan tahunan K/L yang disuSun menurut Bagian Anggaran

Kementerianli"i-,Uug", sedangkan nbp gUttt udulah rencana kerja dan anggaran

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana

baikyangberbentukanggaranbelanjamaupunpembiayaandalamrangka
pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer kepada daerah yang

pengelolaannvu 
'Jirr"tur.un 

oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara'

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 90 Tahun 2010 juga mengatur

bahwa p"nfrrrnun RKA-K/L harus menggunakan pendekatan Kerangka

pengeluaran iangka Menengah (KPJM), penganggaran terpadu (unified budgeting)

dan pengahggaran berbasis kinerja (PBK)'
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STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN PERWAKILAN EKKBN PROVINSI TA 2016

PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN TARGET KINERJA

333't.075 p,amadllsh daerah datam rang(a pinbendaltan 1,77 1.000.000

Jumlah soslaltsast dan dl8eminast t<eoijilin tanlGGffi ngenoatran
een!!!duk yang dilak6anakan dttlngkat provlnst dan Kabupaten/Kota

PEl8ksanaan so8lallEasl dan dls€mlnasl xeotlaxin o-n etrategt
Provinsi dan Ka

Pengombangan materi pengelolaan dala dan informas l(epenOuOuXan
sona maton advokasi dan KIE pengendalian penduduk

Soslatisasi dan Destrnlnasi xeoilaian oa[ Strar$i-Fei[eniffi

AnalisiS pArameter dan.prolil penduduk kewilayahan

D€siminasi data parameler i@
kowilsyahan kapads stak6holdsts/mitfa s€ktor prjoritas

Sarasohan Pengendatian pe@

Kegiatan tain yang te*air rxk@

JumIah keglatan penyeraslan f en11afin ping;atffi;;;Auor,i oeng;;lGG;
raktor dl tlngkat Provlnsl dan Kab/Kota

Fasilitasi/psndampingan penyusunan Grand Desrgn Re,rnO.an$rnan

FOrum/p€rtsmusn penyerasian t<eUilat<an pengenEatEn penOGuX

dan pengombangan materi k6bijakan pengenoat,an penoudut

asilitaBi/pendampingan pengintograsian parameleikepenououXan

Sosialisasi hasit penyerasian t<eoilar<inlemoandnan ;i6;;;F
psmbangunan KKB tk Provinsi dan kabupaten dan kota

kapasitas t€naga psngslola dsn pelsksana pengenoaIan

asilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Oaiam ei

l€in yang torkait IKK dan dis€suaikan aengan t<onOist *,f ayan

Jumlah soslallsasl kebijakan dampak kependuOuf<an aan pengemfangan moOei
solusl strsteglk dsmpak kependuduksn

an so8iali8asl keblJakan dampak k€pendudukan dan
model solusl stralegik dampak

model solusi stratggik dampak kopendudukan

Sosialisasi kebijakan dampak kependuautan yang dbesuarkan oengan

Psngembangan ksbijakan analisis dampak l(epenOuOuXan Oan moOet

Ksgiatan tain yang terkait IKK Oan oisesu-Xin Oengan kondlsl wrtayan

Psndidiksn Kependudukan mstatui XKN Tematik KKBpK

Umum pembokalan mahasiswa baru lerkait isu keoendudul(an

peng6mbangan/ adaptasi Modut pendidikan

P0nggandaan/ p€ngembangsn/ adaptasi MoOut penOiojf .an

kepondudukan (lnformalr Modul bagi pramuka dan ponpes)

Workshop modul psndidikan kopendudukan metalui jatur toimat non
formal dan intormat bagi Mitra Kerja dan Stakehotde;s

Forum kerjasama/Koordinasi lintas sektor rerXaiT rnirra Xerlal stakehotder
kerjasama pendidikan kep€ndudukan serta pembentukan pot(Ja

Diseminasi Psndidik6n K6pendudukan tepaOiTnalayit<-iGE-tarn
lomba,.iingle, pidato, penulisan skrip tilm pond6k, btoger dan tain_

lain yan-g terkait tKK oan oiseiGxan oeng;; k;;Gr wkyah

333 1.076 penlngk?tal aksss dan.kualltas pelayanan KBKR yang ie6ual dongan standar
'"r. rj.j i :.

Jumlah pelaksanaan Soslalisasl dan deslminasl teOilat<an, str.ategil operaston.at
materl lnformasl tentang akses dan penlngkatan kualitas pembinaan

ber.KB yang sesual dengan standarisasl pelayanan Kg
Soslall6aEl dan doslmlnasl kebilakan, strategl opeiasional dan materl
lnformasl tentang akses dan penlngkatan kualitas pembinaan kesertaan

penlngkatan aksss dan kuatitas penggsrat<an petayan.an xe

akses dan kualitas Psmbinaan kesertaan Kg ,,rilaD€h khrisrrs

aksos dan kualitas Psmbinaan kesortaan KB witavan tnusLrs

dan soslalisasi jejaring petayanan KB swasta datam

Kogiatan lain yang terkait IKK dan dis€suaikan dengan Xond,sr wrtayah

Master ddri Ditpenduk
(15 Judul untuk
Pramuka dan 6luOrrl 

i

untuk PonPesr l



TARGET KINERJA

PROGMM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN

Jfilah ponrg"rakan p"layanan KB (PB MKJP)' pelayanan

i,tii;;;;;i;;;^"n komplliaal berat, Pencabutan lmplant dan Kesasalan vans

;Fandserakan petayana;trB Mobile di wilayah dan sasaran

@ile,di wilayah dan sasaran Knusus

@BdanKRdi witayahdan

% KR di wilayah dan sssaran
Penggerakan/Pembinaan K€ser

sis desa di wilayah

ffiiuaikan dengan kondisi wrlayan

ffiiuruh tingkatan,wilsyah) Yang

mamho/tkrn netavanan xg oai (n sesuai dengan standarisasl pelavanan

PelaYanan KB

""",,oLaonoan SOP dan kesehatan reproduksl - '

taik pemerintan dan swasta di Tk Kab/Kola

rus lapangan (Ponghubung
Penggoraksn Faskes Yan KB ff

-lokon 

(t'mlasa mutu)jaminan ketarsediaan dan ujr xui

%in Prasarana Fask€s dalam
Pemstaan jaminan ksterssdraar

layanan KB di Soluruh

ffiAiifi; ierintesrasi luD (kesialan

-n 

dengan (ondisr wiiayan
lain Vang terkait IKK dan drsesu;

I i l Kesehatan dan hak-
P;;ta;e Faskes yang molakukan PromoBl dan konselln[

ak Reproduksl dl Provlttslj!n Kab/Ko!3

; duksi di Provinsi

@n hak.hak reproouksi dr

ffihak-hakreproduksi dr
i dan konseling kesehatan rePro

%ii; materi konssling Kesonatan
Ketersedraan (Penggandaan oa

K:@ dengan kondisi wilayah

reteriedlaan Alokon dan q{q13g339l91: t(g

i, l-8:,ReProduksi'
r"iirrl p"nrir"tan peiayanan MUYAN kecam€tan' dan lamlnan

rasarana KBrsediaan Alokon dan 6ar1l3l.-..-.-
F@i buxu panduan K8 Kencana

3331.077,003 Keluarga Sejahtera
JrtGffi"ltk*".an s06lal16asl dan diseminasi kebijakan

oan pemUerCayaan Keluarga disgluruh !ingkatan !llayah
s"rt.t6ffi €luarga,seia.htora dan

i"-lniJ.u.tn Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

%n kegiatan seda materi dan
PBngsmbangan Keb;lakan pelaKsanaan -"C'"':]l':l: 

::^1:'. :
inioi"rrri p.*oinaan pembangunan Ketuarga (Pokran) yang sesuar

nan Keluarga (BKB
Sosialisasi Ksbiiakan strategr pe

eKR. BKf. Oan'pEwUppfS) Tk' Prov dan Kab/Kola

ffi aan pernbargunan Kerua'ga

|BKB, BKR B(1, dar PEi{UPPKS) Tk prov da| KaD/Kora

@n pembangunan Kellarga

%esuarkan dengan kondisr wllayan
Kegiatan laln Yang terkarl IKK o;

KETERANCAN

8 Provtnsr RB Kencar'a'\
menoacu Panduan KB t'

Kencana (dan

KedePulBn RBKIT)

-1
-1

I

.----',_]

_t



PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN
TARGET KINERJA

KETERANGAN

mlah Fasllltrsl Keolatan dsn oembentukan PPKS diseluruh tlnokatan wlla

Fasllltesl K6glatrn dan pembontukan PPKS dlseluruh tlngkatan wllayah

dan media KIE PPKS untuk disebarluaskan

asllitasi pambentukan PPKS tinokat Kab/Kota (1 Kecamatan

kapasitas SDM Pengelola PPKS drseluruh lrngkatan wilayah

sasl optimalisasi fungsl Balsi Penyuluhan dalam pengembangao

Kogiatan lsin ysng t€rkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah

sarana dan prasarana kelompok BKB 11l (Kab/Kota - yang tidak

Jumlah provlnsl yang melaksanakan Pomblnaan Genre (PlK-R/M dan BKR) dl
Provinal (Jumlah Pongustan GonRo dl seluruh tlngkatan wllayah)

sarana dan prasarana PIK R/M (Kab/Kota yang tidak dapat OAK)

Building bagi p6ngolols, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya

Fasilitasi sarsna dan prasarana BKR (KabiKola yang trdak dapal DAK)

a'sllitasi sarana dan prasarana Lansi€ Tangguh (Kab/Kola yang lidak

Kaoiatan lain yang terkait IKK dan drsesuaikan dengan kondisi wilayah

'asititisi PEmberdayaan Ekonomi Keluarga (mslalui upaya permodalan

s6rla sarana/prasarana kelompok UPPKS) pada sektor permodalan

f asititasiFenggerakan pembentukan dan pembinaan Klpk UPPKS

tsrintegrasi dengan sektor lerkarl

Koorainasi/fasilltasl dongan mitrakerla yang memiliki aksos peningkatan

Kagiatan lain yang t€rkait IKK dan disssualkan dengan Xondisi wrlayah

Frii;;;!ert Ferubahan slkap dan perllaku masyarakat, berdaEarkan data

@'llsa6lkeblJakan,strategldanmaterladvokasidan
KIE pembangundn KKB

dan soslrllEasl kebliakan, stratsgl dan materl advokasl dan

Pengombangan sdvokasi dan KIE "below lhe line" tentang kes6lurunan
program KKBPK (soluruh Bidang) di Tk. Prov dan Kab/Kota

"balow lhe line" N4KJP

koordinasi komilraan dengan meoia masa lokal Tk. Prov

MKJP di wilayah galcrltas, wrlayah khusus dan sasaran

Sosialisasi dan lntsnsiflkasi lnformasi/penyebaran'
LealleVbookleUposter/media advokasi below the line lentang seluruh

Krgratan latn yang iorkait IKK oan disesuaikan dengan kondisr wilaysh

lnforma8l KKB m€lalui berbagai media cetak dan

media luar ruanq dan 8eni dan budaya/tradislonal
penayangan lnformasl KKB melalul berbagai media cetak dan

elektronik, msdis lusr rudng dan seni dan budaya/trtdisional
pongombangan Oan produksi media advokasi KIE KKB yang mencakup

soluruh Bidang program (meliputi pesan inti, pesan pendukun9' pesan

KIE berbasis komunitas (contoh: Radio l(omunilas,

3KB Hl dr 33 Prav-
mengacu Pedaman

BkB Hl dan
Kedepultan KSPK

GenRe dt 33 Ptov .

mengacu Pedantart
GenRe dan

Redepulian KSPK



K ETE RANGAN

6 x lrekuonst
kan

6 r lreRuensr j

penqgerakan 
I

6 x ltekuensl
acnooe/akan i

6 x frekuenst
penggerakan

Rfr$,ng xa a^a" 
I

dils kegialan datl

seluruh Btdang '

Launching KamPung

KB akan dila\sanakan
pada 201 6

Sesuai Pedoman 0att

KedePuuan AdPin

(Dittaphk)

TARGET KINERJA

PRoGRAM/KEGIATAN/oUTPUT/sUEoUTPUT/lKK/KoMPoNEN/SUBKoMPoNEN

tdsn informasi KKB

iE'ffigeratan MUPEN sebagai sarana KIE peningkatan

;dffiffioninskatan Itrak lvlup€n Kab/Kota ke Kecamatan oan

irn yang t€rl€it iKK dan disesuaikan dengan kondisi wilayah

tra keria dl setlaP tlngkatan

@K8 bagt mttra keris dl sotlap

Fertimtlan UenSkap IMP Tk Ossa/Kslurahan

@bagi PenYuluhKB

tpxe/Plia)/iim OPerasionsl Tk Du11(TKBK) 

--Paffiieh PPKBD/KaderTk ossa

Penguatan PelaYanan dasar

;ffi enguatan pelayanan dasar

ffingkat Kecamaran (Rakor Kec)

ffiiingkat Desa/Kelurahan (Rakor

ffian Penggerakan mekanrsme

idalam lmPlementasl Program
Pergentaso kesertaan staKen(

e4a oalam lmPlementasl
Peningkatsn kesertaan stakel

-atakeholder 

dan mitra kerJa tingxat
Poningkatan dukungan dan lasr
provinil J.n xau/Kota dslsm rangka penggerakkan operasional program

iffiiffifTofiC (Ralrornrs) Kemitraan Tk Provinsi

penonSuatan p,orram7mFk meliputi kelembagaan' program'

ffiimatan dan tanda p€nghargaan

ffi tanda penghormatan.dan tanda

p.nd;;;" p,"ir.i* xxeex bagi lintas soktor"pemerintah dan non

'%ArsTk KabiKotaoalamkspasitas mitra ksqa dan slaker

rctirualiKotadanDPRD)
ffi Pemerintan, PemerrntahFasilitasi bagi lintas sektor pemt

Oa"ttn ptot-t,i dan kab/kota yang mondapatkan tanda kehormatan dan

ffior prolecl " 1 Kampung KB

6sol'das Program KKBPK Lini La0angan

@aikan dengan kondisi wilayan

ChatanF,rrc;lingkat Lanjutan (FKRTL) dan

t"if, pttatinttn dan swasta yang malakukan polayanan KB dalam JKN

ifffi ujutan Tingrat uanPtan

iiKRri;d;;;''titasKasehatanrf yi"-!::jiy:,9i1:]::i:"
ga Yang dlmanfaatkan

Jumlsh slstom lnformaBl xePe

@a3 dan pemanfaatan si8tem

n@ dongan kondisi wilavah



PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN
TARGET KINERJA

KETERANGAN

Psmblnaan dan Pongembangan SDM (SDM AparEtur dan tensga

Poningkatan Komp€tensi S0M Latbang (Pelalihan Teknrs bagi

T€knis Advokasi dan KIE bagl Pengelola Program

Teknis Komunikasi Perubahan Psrilaku (BCC) bagi mitra kerja

Kogiatan pengembangan Center of Excellence (CoE) fo Comprehensive
Family Planning Training

TA 201 6 lakus
pengembangan di
Jabat, Sumbar, Bati

Pongembangan ksglatan intemship (magang) pelatihan internasional bagi
p€serta Iuar negeri

Jumlah hagil-hasil penolltian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang

Pemanfaatan hasll-hasil penelitlan dan pengembangan program KKBPK

Peno€mbsnoan model-mod6l psngembangan pr0gram KK

sesuai Pedotnan aart
Pusna

17 't11 61A

d8n pslsksanaan tugas teknlB lalnnya dl ptovlnsl 17.1 1 1 .614.000

6287,001

Jumlah penyelenggaraan Manalemen dl Provinsl (Keuangan dan 8MN,

Peningkatan kualltas porencanaan program dan anggaran program

KKBPK yang mong0cu pada pondekatan kerangka pengeluaran Jangka
ang, penqangOaran terpadu dan berbasis klnerja

Sosialisasi pongembangan kabijakin dan slrategi Perencanaan Program

sinkronisasl Peroncanaan Program dan Kegratan Pnoritas d€ngan

oiskrrsi penyu6unanipongembangan dsta basis untui( parencanaan

Diskusi Struktur Program dan Anggaran sesuai d€ngan R€ncana K€rja

KKBPK Pusat dan Provinsl (KOREN

Konsolidasi Perancanaan proqram KKBPK Pusst dan Provinsr (KOREN ll

Kagiatan lain yang torkait IKK dan disesuaikan dongan k0ndisi wilayah

Fasilitasl P€lsyanan SK (Mutasi, SKKP, PAl, SK Jabatan fungs onal),

Kegiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi wrlayah



PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN
TARGET KINERJA

Pengelolaan kouEngan dan barang mllik negara yang akuntabel, krodibol

si Laporan Keugngan dan BMN dangan KPKNL dan KP

Analisa/evaluasi DIPA dan RKAKL (analisa Revisi dan Realisasi)

Evsluasi Tindak lanjut penyelasaian kasus Tuntutan Ganti Rugi/ Tuntutan

lain yeng terkait IKK dan disesusikan dengan kondisi wilayah

Penlngkatan pel.ksanaan NSPK dan pen96lolaan organl8ast dan

Sosialisasi Poraturan Perundangan-undang€n dan tata laksanan tsrkail

a6illt6si Eimbingan Teknis Pelaksanaan NsPK Erdang Pengondalian

Fasilitasl Kssus Hukum sesuai dengan poraluran perundang-undangan

lain yang tsfiait IKK d8n disosuaiRan dengan kondisi witayah

R€novasi/Perbaikan/Pamban0unan Gedung dan bangunan (osngunan

Monitodng dan 6veluasl terpadu pslaksanaan progrsm KKBPK (seturun

Kegiatsn lain yang terkait IKK dan dis6suaikan dengan kondisi witayah

Per8gntage ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawal (Perwakllan
1 2,1 25.200.000

Polaksanasn P€mbayarsn gajl, uang makan dan tunlangan klnerJa
P€rwskllan BKKBN Provlnsl

Pomeliharaan sarana dan prasarana perkanloran (lermasuk mesrn-mesrn

P€m€liharaan gadung/bangunan kantor, gudang, rumah dina6, halaman

Outsourcing (sstpam,cleaning service,penanggung lawab gudsng alkon,

5298.001.001
Jumlah penlngkatan pelaksanaan pengawaran lalnnya dan p€nerapan Zl WBK

KeOiatan lain yang terkait IKK dan disesuaikan dengan kondisi witayah

l
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I I KB, dan
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. Pembangunan
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I Pengelolaan
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i Kependudukan,
i Ketuarga
i Berencana, dan
I Pembangunan
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! Frogram
I Kependudukan,
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1 Pembangunan
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l**-- -
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: Pembangunan
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t -- ----*-
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P3:'1.0$rl7 Peng6bhan (hta dan ifliomasi pembangunan KKB
di Prorird

" [3331.CXl81
" sDM lrarg terdidik dan tedatih di ProvirBi

o [3331.(ml- P€nelilian Ksperdrdukan dan KB di Provimi

,^ [3et1.0101
'" Ddtunen perencanaan program KKB di provinsi

[3381.0r21
11 Monibrirp, E\Eluasi dan p€rtinen p6mploh6n

p€rbertrunan k€pendudrd(an den KB di PEvinsi
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'' LayananPertanbrsn

". p33r.9941
'' LayananPsrtanbran

r! 13331.9S71
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.. [3331.so7]
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